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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

NegaraaIndonesia merupakanIsuatuIkesatuan dari unsur – unsur 

yangnmembentuknya, yaitu rakyat, wilayahCdanTpemerintahan yang 

berdaulat. Rakyatnyangnterdirinatasnberbagai macam etnis suku bangsa, 

golongan, kebudayaan, serta agama, sedangkaniwilayahiterdiriiatas ribuan 

pulau.1 SebagaiIbangsaIyang memilikiikemajemukan yangIterbentuk dari 

berbagainmacamnsukunbangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta 

agamaiyangimerupakanisuatu kesatuan. 

NegarahIndonesiaNmemilikiNciriNkhasEyang membedakannya 

denganiNegara –Negara lainidi dunia. Ciri Khasitersebutiyakni nilai – nilai 

adataistiadatakebudayaan, sertaanilai religious. Nilai – nilaiIyang hidup 

dalamImasyarakat dan menjadiIkepribadian bangsaIinilahIyang kemudian 

dikristalisasikan dalamisistem nilai yang disebut Pancasila. Oleh karena 

itu Pancasila disebutisebagai sumberidari segalaisumberihukum di 

Indonesia. PancasilaItersebut kemudianIdijabarkanidalam bentuk Undang 

– Undang Dasar NegaraIRepublik IndonesiaITahun 1945 

(selanjutnyaIditulis UUD 

1945). Segalaiperaturaniperundang – undangan di bawahiUUD 1945 tidak 

bolehabertentanganadengan ketentuan – ketentuan yangaterdapat dalam 

UUD 1945Itersebut. UUD 1945 merupakanahukum dasarstertulis yang 

                                                           
1 Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 124. 
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tertinggiFdalamNnegara yangAmenjadi dasarNdalam penyelenggaraan 

pemerintahan, baikNpemerintahanMyangNberada di pusat maupun 

pemerintahaniyangiberadaIdi daerah. 

Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh 

Indonesia, sedangkan Desa AdatimempunyaiIkarakteristikIyangIberbeda 

dariNDesa padaNumumnya, terutamaNkarena kuatnyaHpengaruh adat 

terhadapIsistemipemerintahanIlokal, pengelolaan sumberIdaya lokal, dan 

kehidupanasosialabudaya masyarakataDesa. Desa Adatapadaaprinsipnya 

merupakanawarisanhorganisasihkepemerintahanhmasyarakathlokal yang 

dipeliharaisecara turunItemurun yangitetap diakuiIdan diperjuangkan oleh 

pemimpinWdanWmasyarakat DesaWiAdat agarWidapat berfungsi 

mengembangkanikesejahteraan dan identitasisosialIbudaya lokal. 

DesaiAdatImemilikiIhak asalIusul yangIlebih dominanIdari pada 

hakIasalIusul DesaIsejak DesaiAdat ituIlahirIsebagaiikomunitasiasli yang 

adaIdiItengah masyarakat. DesaiAdat adalahIsebuahIkesatuan masyarakat 

hukumIadat yangIsecaraahistoris mempunyaiabatas wilayahIdan identitas 

budayaIyangIterbentuk atasIdasariteritorial yangiberwenang mengatur dan 

mengurusikepentinganimasyarakat Desaiberdasarkan hak asal usul. Dalam 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan pula adanya kesatuan masyarakat 

hukumEadatEyang diakuiEdan dihormatiEkeberadaannyaEoleh negara. 

AdanyaIkesatuanImasyarakatIhukumIadat ituIterbentukIberdasarkan tiga 

prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan antara prinsip 

genealogisidan prinsipIteritorial. YangIdiaturIdalamIUndang-Undang No. 



3 
 

 
 

6 TahunI2014 adalahIkesatuanImasyarakatIhukumIadatIyang merupakan 

gabunganIantara genealogisIdan teritorial. 

DenganMkonstruksiMmenggabungkanMfungsiMself governing 

communityMdenganMlocal selfMgovernment, diharapkan kesatuan 

masyarakatIhukumIadatIyangIselamaIiniImerupakanIbagianIdari wilayah 

Desa, ditataisedemikian rupa menjadiiDesa dan Desa Adat. Desa dan Desa 

AdatapadaadasarnyaEmelakukanEtugasEyangEhampir sama. Sedangkan 

perbedaannyaHhanyalahHdalamHpelaksanaan hakHasal-usul, terutama 

menyangkutapelestarianasosialaDesaaAdat, pengaturanEdan pengurusan 

wilayahaadat, sidangaperdamaianaadat, pemeliharaanaketenteraman dan 

ketertibanabagiamasyarakatahukumaadat, sertaapengaturan pelaksanaan 

pemerintahanIberdasarkanIsusunan asli. 

 SesuaiIdenganIUndang – Undang Dasar 1945, Negara Indonesia 

adalahHnegaraHkesatuanHyangHberbentuk Republik.2 Dimana Negara 

RepublikMNIndonesiaMNmenganut asasMNdesentralisasi dalam 

menyelenggarakanapemerintahadaerahadenganamemberikan kesempatan 

dan keleluasaanidaerah untukimenyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini 

jugaiberlakuipadaipemerintahan desa dimana pemerintahan desa diberikan 

kewenanganHuntuk menyelenggarakanapemerintahan dan kepentingan 

masyarakatIsetempat dalamIbingkai RepublikIIndonesia.3 Hal ini selaras 

                                                           
2 Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 
3 HAW. Wijaya, 2003, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat 

dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1. 
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dan sesuai denganiUUD 1945 pasal 18 B ayat (2), dimana dalam konstitusi 

tersebut secara eksplisit berbunyi : 

“BahwaiNegara mengakui dan menghormatiikesatuan – kesatuan 

masyarakatAhukum adatAbeserta hak – hak tradisionalnya 

sepanjangAmasih hidupAdan sesuaiAdengan perkembangan 

masyarakatadan prinsipaNegara KesatuanaRepublik Indonesia, 

yangidiatur dalamiundang – undang”. 

 

Desaimerupakan kesatuanimasyarakat hukumiyangimemiliki hak 

untukimengurus rumahItangganya sendiriIberdasarkanIhak asal usul dan 

adatNistiadatNyang diakuiNpemerintahan nasionalNberada di daerah 

kabupaten. Istilahadesa sendiriatidak disebutkanasecara eksplisit dalam 

UUD 1945, padahaladesa atauIyang disebutIdengan namaIlain telah ada 

sebelumInegara kesatuanIrepublik IndonesiaIterbentuk dan sebagai bukti 

keberadaannya, dalamNpenjelasan pasalE18 Undang – Undang Dasar 

NegaraMRepublik IndonesiaMTahun 1945 (sebelum perubahan) 

menyebutkanebahwa “Dalam teritoriaNegara Indonesia “Zelfbesturende 

landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di jawa dan bali, 

Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. 

Daerah - daerah itu mempunyaiIsusunan asli danaoleh karenanya dapat 

dianggapNsebagai daerahNyang bersifatNistimewa. Pengertian dari 

Zelfbesturende landschappen adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang 

dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah 

belanda melalui perjanjian politik. Sedangkan Volksgemeenschappen 

tidak dijelaskanilebih lanjutioleh penjelasan UUD 1945. Hanya diberikan 
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contoh desa di jawa dan bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan marga di 

Palembang.4 

KemudianiUU No. 32 Tahun 2004itentang pemerintahan daerah 

yang di dalamnyaIterdapat aturanItentang pemerintahan desa, dimana di 

perbaruiidengan UU No. 23 tahun 2014 digantiIdengan UU No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa. UU yangiterakhir memiliki keunikan tersendiri, karena 

lahirIsebelum UU tentangIpemerintahanIdaerah (UU No. 6 Tahun 2014 

mereflesikanIsemangat danIpenghargaan terhadapidesa atau yang disebut 

denganEnama lain, yangEdiakui telah adaEsebelumENegara Kesatuan 

RepublikEIndonesia terbentuk, yangAberartiAmerefleksikan semangat 

keberagaman karakteristik dan jenis desa.5  

Kriteriaidesa adatIdiatur dalamIUndang-UndangiNomor 6 Tahun 

2014 tentangiDesa, dinyatakaniPasal 97 bahwa penetapan Desa Adat harus 

memenuhi syarat: 

a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, 

genealogis, maupun yang bersifat fungsional; 

b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 

c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Adanya desa adat sendi di kabupaten mojokerto memberikan 

suasana berbeda pada tatanan sistem pemerintahan desa, yang mana tidak 

                                                           
4 M. Yasin, Ahmad Farouk dkk, 2015, Anotasi Undang – Undang No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, PATTIRO, Jakarta, Hlm. 2. 
5 Kushandajani, Desain implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Dalam Jurnal Politika, 

Vol. 6, No. 2, oktober 2015, Hlm. 66. 
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terjadi karena sebelumnya nama desa sendi lenyap dari wilayah 

administrasi kabupaten mojokerto. Di dalam permendagri nomor 56 tahun 

2015atentang kodeadan dataawilayah administrasiapemerintahan, nama 

sendiatidakatermasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan dalamIkabupaten 

mojokerto. DenganEalasan, berdasarEUU Desa, jumlahEpenduduk di 

kampungatersebutakurangadari standarasebuah desa. Untukabisa diakui 

sebagai desa, kampong itu harus memiliki 1.200 KK (kepala keluarga) atau 

6 ribuIjiwa. Padahal, jumlah wargaISendi saat iniItak sampai separonya. 

Hanya 668 jiwaIatau 323 KK, seharusnyaISendiIditetapkan sebagai desa 

berdasariPermendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 

PerlindunganIMasyarakatIHukum Adat. Desa adatIseakan-akan menjadi 

sebuah formulaiyang unik bagiisistem pemeritahanidesa. Selayaknya pada 

daerah-daerahalain yangImenjalankanIsistem pemeritahanIdesa Beranjak 

dari latarMbelakang permasalahanNdi atas, penulisNtertarik untuk 

menuangkannyaIdalam suatu skripsi yang berjudul : 

“  PENGAKUAN NEGARA KEPADA KESATUAN MASYARAKAT 

ADAT SENDI DI KABUPATEN MOJOKERTO BERDASARKAN 

PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945 JUNCTO UNDANG – UNDANG 

NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA” 
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B. Identifikasi Masalah  

1. Bagaimana pengaturan tentang pengakuan terhadap kesatuan 

masyarakat hukum adat sendi di kabupaten mojokerto? 

2. Bagaimana implementasi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat 

hukum adat sendi di kabupaten mojokerto berdasarkanipasal 18 BIayat 

(2) UUDi1945 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. UntukHmengetahui, mengkaji, danMmenganalisis tentang pengakuan 

terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sendi di kabupaten 

mojokerto  

2. UntukImengetahui, mengkaji, danImenganalisisItentangIimplementasi 

pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sendi di 

kabupaten mojokerto berdasarkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945   

D. ManfaatiPenelitian 

Penelitianainiadiharapkanadapat menghasilkanadua kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian iniidiharapkan dapat menjadi sumbangan bagi 

perkembanganEdan kemajuanEilmu pengetahuanEhukum khususnya 

hukumMiadministrasiMinegara mengenai Pembahasan terhadap 

permasalahan-permasalahanEsebagai manaEyang diuraikanEdi atas 

diharapkanEakan menimbulkanApemahamanAdan pengertian bagi 
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pembacaAmengenaiApengaruh sistemApemeritahan adat dan hasil 

penelitian yangIdilakukan juga ini, bisaabermanfaatadan memberikan 

kegunaanAbagi masyarakatAdalam penambahanAilmu pengetahuan 

hukumIyang digunakanIoleh pihakIyang membutuhkanIsebagai bahan 

kajianIpada umumnya 

2. Manfaat Praktis  

A. Bagi Pemerintah, mengharapkan dapat memberikan informasi  

terkait pengaturan tentang pengakuan terhadap kesatuan masyarakat 

hukum adat sendi di kabupaten mojokerto 

B. Bagi Masyarakat, mengharapkan dapat memberi wawasan  

pemahaman  proses serta pengaturan mengenai status kedudukan 

kesatuan masyarakat hukum  adat sendi di kabupaten mojokerto.  

E. Kerangka Pemikiran  

NegaraMiIndonesiaMImerupakanMnegaraMihukum (rechtstaat) 

sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Amandemen 

keempat, teoriiNegara hukum apabilaiditerapkan secara konsekuen dan 

menjunjung tinggi systembhukum yangbmenjamin kepastianbhukum 

(recht zeker heids)dan perlindunganiterhadap hakIasasi manusia. 

PadaIdasarnya, suatu NegaraNyang berdasarkanNatas hukum 

harusNmenjamin persamaan (equality) setiapNindividu, 

termasukNkemerdekaanMindividu untuk menggunakanahak asasinya. 

Halaini merupakanacinditio sienaqua non, mengingat bahwaINegara 

hukum lahirisebagaiperjuanganIindividu untuk melepaskan dirinyaIdari 
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keterkaitanaserta tindakanasewenang – wenang penguasa. AtasIdasar 

itulahapenguasa tidakIboleh bertindak sewenang – wenang 

terhadapiindividu dan kekuasaannyaipun harusIdibatas.6 

Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur 

secara merataabaik secaraamateriil maupunaspritual, jadiaNegara tidak 

hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas dari 

pada hal tersebut. SebabaNegara berkewajibanapula untukaturut serta 

dalam semuaisektor kehidupan dan penghidupan, telah ditetapkan 

sebagaiitujuan Negara Indonesiaasebagaimana yangadinyatakan dalam 

alinea ke-empat UUDi1945 Amandemenike-empat, yaitu :  

Melindungiasegenap bangsaeIndonesia daneseluruh tumpah darah 

IndonesiaMndan untukMnmemajukan kesejahteraan umum 

mencerdaskan kehidupan bangsaidan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkanikemerdekaan abadiIdan keadilan sosial. 

 

NegaraMIndonesia adalahMNegara berdasarkanMatas hukum 

(rechtstaat)Ntidak berdasarkanMatas kekuasaanMberkala (machstaat) 

berdasarkanIpancasila danIUndang – UndangIDasar 1945.7Negara hukum 

dapat dibedakanIatas 2 (dua) ciri – ciri yaituIdilihat dariIsisi hukum formal 

dan dilihatedari sisi hukumamateriil. TeoriaNegaraahukum menyatakan 

bahwa “hukumMsebagai alatMuntuk memperbaharui (merekayasa) 

masyarakat.  

                                                           
6 SudargoIGautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 

1983 
7 Ibid. hlm 3. 
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JikaEdibandingkan denganaistilahademokrasi, konstitusi, maupun 

kedaulatan rakyataistilah Rechtstaata(Negara Hukum)amerupakan istilah 

yangIbaru. Para ahliItelah memberikanIpengertian tentangINegara hukum 

tersebut. R. Soepomoimisalnya, memberikanapengertianaterhadap Negara 

hukumvsebagai Negaravyang tundukvpada hukum, peraturan-peraturan 

hukum berlakuIpula bagi  segalaIbadan dan alat-alatiperlengkapan Negara. 

NegaraIhukum jugaIakan menjamin tertib hukumIdalamImasyarakat yang 

artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada 

hubungan timbal balik.8 Hukum merupakanipenjelmaan dari pada kemauan 

Negara. Akan tetapiIdalam keanggotaannyaINegara sendiriItunduk kepada 

hukumIyangidibuatnya, haliini dinyatakanioleh LeoniDuguit.9 

Philipus. M. HadjonImerumuskanIelemen atauIunsur-unsur Negara 

hukumiPancasila yang bertitik tolakidari falsafah Pancasila sebagai berikut: 

a. Keserasianihubungan antaraipemerintah dan rakyat berdasarkan 

asas kerukunan; 

b. Hubunganmfungsional yangmprofessional antara kekuasaan 

Negara; 

c. Prinsipipenyelesaian sengketaisecara musyawarah dan peradilan 

merupakan sarana terakhir 

d. Keseimbanganiantara hak dan kewajiban.10 

 

Konsepsi NegaraIhukum merupakanagagasan yangamuncul untuk 

menentangaabsolutisme yangetelah melahirkanaNegara kekuasaan. Pada 

pokoknyaMkekuasaan penguasaM(raja) harus dibatasiMagar jangan 

                                                           
8 A. Mukthi Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayu Media dan In-TRANS, 

Malang, hlm. 7 
9 H. Abu Daud Busroh, 2013, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, h. 72 
10 PhilipusiM. Hadjon, 1987, PerlindunganiHukum terhadapiRakyat, Bina Ilmu, 

Surabaya,ihlm. 98 
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memperlakukanMrakyat denganMsewenang-wenang.MPembatasan itu 

dilakukan denganIadanya supremasiIhukum, yaitu bahwaIsegala tindakan 

penguasa tidak bolehisekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar 

pada hukum, menurutIketentuan hukum dan undang-undangIyang berlaku 

dan untuknitu juga harusnada pembagiannkekuasaannNegara khususnya 

kekuasaan yudikatifiyang dipisahkanidari penguasa.  

Di Indonesia sendiri konsepINegara HukumItertuang dalam Undang 

UndangIDasar Negara RepublikIIndonesia TahunI1945. KonsepsiINegara 

Hukum, dirumuskanidengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, 

“NegaraIIndonesia adalahINegara hukum”. Dalam konsepINegara Hukum 

itu, diidealkannbahwa yang harusndijadikan penglimandalam dinamika 

kehidupan kenegaraanNadalah hukum. MenurutNImmanuelNKant dan 

Friedrich JuliusiStahl ada 4 (empat) unsuriRechtstaat yaitu :11 

1. Adanya jaminaniperlindungan terhadapihak asasi manusia. 

2. Adanya pembagianMkekuasaan berdasarkanMtrias politika 

Montesquieu 

3. Tindakan pemerintahIberdasarkanIundang-undang. 

4. AdanyaIperadilan administrasiINegara. 

 

Suatu negaraamemiliki unsurautama yaituapenduduk, wilayah dan 

kekuasaan didefinisikanasebagai tatananahukum yangarelatif sentralistik, 

yang dibatasi lingkupIkeabsahan ruangidan waktunya, yangiberdaulan atau 

                                                           
11 IbrahimiR, 2010, StatusiHukum Internasionalidan PerjanjianiInternasional 

dalamiHukum Nasional: PermasalahaniTeoritik daniPraktek, UniversitasiUdayana, Denpasar, hlm. 

4 
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hanya tundukIkepada hukumIyang berlaku secara umum.12 SalahIsatu asas 

penting NegaraIhukum adalahIasas legalitas. Substansi dariIasas legalitas 

tersebut adalahMmenghendaki agarMsetiapMtindakan badan/pejabat 

administrasiaberdasarkan undang-undang. Tanpaadasar undang-undang, 

badan/pejabatEadministrasi Negara tidakEberwenangEmelakukan suatu 

tindakan yangidapat mengubah atau mempengaruhiIkeadaan hukum warga 

masyarakat.  

Asas legalitas berkaitanierat dengan gagasanidemokrasi dan 

gagasan NegaraIhukum. Gagasan demokrasiImenuntut agarIsetiap bentuk 

undang-undang danIberbagai keputusanimendapatkan persetujuan dari 

wakil rakyat dan lebihabanyak memperhatikanakepentingan rakyat. 

Gagasan Negara hukum menuntut agar penyelenggaraanEkenegaraanEdan 

pemerintahan harus didasarkanIpada undang-undang danImemberikan 

jaminan terhadap hak-hakIdasar rakyat yang tertuangIdalam undang-

undang. Dalam Negara hukum, hukumlahMnyang memegangMkomando 

tertinggi dalam penyelenggaraanMNegara. Sesungguhnya, 

yangMmemimpin dalam penyelenggaraanINegara adalah hukum itu 

sendiri.  

Dalam pahamINegara hukum yangIdemikian, harusidibuat jaminan 

bahwa hukum ituIsendiri dibangunidan ditegakkanimenurut prinsip-prinsip 

demokrasi. Olehakarena itu, prinsipasupremasi hukumadan kedaulatan 

                                                           
12 Hans Kelsen, 2013, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, 

Nusa Media, Bandung, hlm. 320 
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hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab 

itu, prinsip Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut 

prinsip-prinsipIdemokrasi atauIkedaulatan rakyat. PrinsipINegara hukum 

tidak bolehaditegakkan denganamengabaikanaprinsip-prinsip demokrasi 

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh 

karena itu, perluiditegaskan pulaIbahwa kedaulatan beradaIditangan rakyat 

yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan 

penegasanMbahwa NegaraMIndonesia adalahMNegara hukum yang 

berkedaulatan rakyat.13  

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari bangsa Indonesia yang keberadaannya tidak dapat 

dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Dalam hal pengakuan pemerintah 

kepada masyarakat hukum adat, asas pengakuanI(rekognisi) merupakan 

prinsipatentang bagaimanaahubunganaantara pemerintahadengan kesatuan 

masyarakatIhukum adat. PemerintahImengakui berartiIbahwa keberadaan 

kesatuan masyarakatihukum adatisudah ada terlebih dahulu dan pemerintah 

menyatakanImengakui keberadaanIkesatuan masyarakatIhukum adat dapat 

diperlakukanIsebagai subyekihukum yang menyandang hak dan kewajiban 

hukum. AsasIpengakuan(rekognisi) jugaImenyiratkanIbahwa hak kesatuan 

masyarakatahukum adataadalah hakaasli yangamelekat pada keberadaan 

kesatuanImasyarakatIhukum adat. 

                                                           
13 Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 

Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56 
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Beberapa alasan mendasar rekognisi sangat tepat diterapkan yaitu : 

   

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan 

masyarakat hukum adat merupakan entitas yang berbeda 

dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah. 

2. Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas 

yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang 

sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-

usul. 

3. Desa merupakan bagian dari keragaman atau 

multikulturalisme Indonesia yang tidak serta merta bisa 

diseragamkan. 

4. Desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap 

tanah dan penduduk, sekaligus diperlakukan secara tidak 

adil mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga NKRI. 

5. Konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk 

mengakui dan menghormati desa atau yang disebut dengan 

nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta 

hak-hak tradisionalnya. 

 

Selain Asas rekognisi juga terdapat asas subsidiaritas. Beberapa hal 

yang menjadikan asaz subsidiaritas itu sejalan dengan asas rekognisi yaitu: 

  

1. Desa memiliki kewenangan sendiri yang bersumber dari 

kepentingan masyarakat setempat, artinya wewenang tersebut 

dimiliki oleh organ setempat yaitu desa. 

2. Penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan 

desa melalui undang-undang. Artinya tidak lagi dikenal asas 

desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan desa, dimana 

desentralisasi biasanya merupakan pelimpahan atau pembagian 

kewenangan. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDTT 

Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan batasan kewenangan desa 

tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota. 

4. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. 

Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan 

mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat. 
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Sesuai denganEasas rekognisiEdan subsidiaritas, desa memiliki 

kewenanganaberdasarkanahak asal-usul danakewenanganalokal berskala 

desa, yangItentuIsangat berbedaIdengan kewenanganIpemerintah daerah. 

Dalamahaletataapemerintahan, desaamemilikiamusyawarah desa, sebagai 

sebuahawadahakolektif antaraIpemerintahadesa, Badan Permusyawaratan 

Desa, lembagaIkemasayarakatan, lembagaIadatidan komponen-komponen 

masyarakat luas, untuknmenyepakatinhal-hal strategisayang menyangkut 

hajatahidup desa. Semuaaini memberikanagambaranabahwa karakter desa 

sebagaiIself governingIcommunity jauhIlebih besarIdan kuat.14 

Konstruksi yuridis yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 1945 

menyangkut pengakuan masyarakatahukumaadat ditempatkan pada Pasal 

18BIayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:  

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

 

PengaturanItentangIkesatuanImasyarakatIhukum adatIjuga terdapat 

dalamaPasal 28IIangka (3) Undang-UndangaDasar 1945Ibahwa identitas 

budayaMdan hakMmasyarakat tradisionalMdihormati selaras dengan 

perkembanganEzaman danNperadaban. KonstitusiNIndonesia sebelum 

amandemenatidakIsecaraategasamenunjukkanapengakuanadan pemakaian 

istilah hukumiadat. Ada rumusan-rumusan yangIdi dalamnya mengandung 

                                                           
14 http://www.cifdes.web.id/search?updated-max=2016-01-

03T17%3A26%3A00-     08%3A00&max-results=5 
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nilaiIluhur danIjiwa hukum adat. PembukaanIUndangUndang Dasar 1945 

yangEmemuatEpandangan hidupEPancasilaEmencerminkan kepribadian 

bangsaayang hidupIdalam nilai-nilai, pola pikir, dan hukumIadat. Dalam 

Pasal 29 ayat (1) ditentukan NegaraIberdasarkanIKetuhananIYang Maha 

Esa, Pasal 33 ayat (1) bahwaiPerekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkanEasas kekeluargaan, padaEtataran praktisEbersumber pada 

Undang-UndangIDasar 1945 negara mengintrodusirIhak yang disebut hak 

menguasai negara, hak perTuhanan, yang secaraItradisionalIdiakui dalam 

hukumiadat. 

LahirnyaIUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangIDesa telah 

membawaIperubahanImendasar bagiIkedudukanamasyarakatahukum adat 

danbpengakuan terhadapbdesa adat. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan 

bahwa:  

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Desaabukan lagiasebagaimanaadikonstruksikanaseperti masa orde 

barubyang hidupbdalam keseragamanadan hidupbdalam bayang-bayang 

patronaseipolitik negara. Desa atau yangidisebut denganinama lain berhak 

atasIkedaulatan danIsejarah merekaImasing-masing. Asas subsidiaritas dan 

rekognisiayang dijelaskanbdalam Pasal 3 menegaskanbbahwa pemerintah 
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mengakuiNdan menjaminNadanya kewenanganNbersifat asal-usul dan 

berskalabdesa. Pasal 5 lebihblanjut menegaskanbdesabberkedudukan di 

kabupaten/kota. PenjelasaniUndangUndang Nomor 6 Tahuni2014 tentang 

DesaImenyatakan bahwa “Desa dan Desa AdatImendapatIperlakuan yang 

samaIdari pemerintahIdan pemerintahIdaerah”. Implikasinya, desa secara 

politikbbukan sekedar “bagian dari 25 daerah”, yangasebelumnya hanya 

menerima “sisanya sisa” kewenanganidan keuangan daerah. 

DalamaPenjelasanaUmum Undang-UndangaNomor 6 Tahun 2014 

tentangNDesa, disebutkanNbahwa undang-undangNini disusun dengan 

semangatEpenerapanEamanat konstitusi, yaituEpengaturan masyarakat 

hukumIadat sesuaiIdengan ketentuanIPasal 18B ayat (2) Undang-Undang 

DasarE1945 untukEdiatur dalamasusunan pemerintahanEsesuai dengan 

ketentuanEPasal 18 ayat (7) Undang-UndangEDasar 1945. Walaupun 

demikian, kewenanganNkesatuan masyarakatNhukumNadat mengenai 

pengaturanEhak ulayatEmerujuk padaEketentuanEperaturan perundang-

undanganisektoral yangiberkaitan. 

DesaMadat memilikiMfungsi pemerintahan, keuangan desa, 

pembangunanNdesa, sertaMmendapat fasilitasiMdan pembinaan dari 

pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat 

mendapatIperlakuan yangIsama dari PemerintahIdan Pemerintah Daerah. 

OlehEsebab itu, di masaEdepan desa danEdesa adatEdapat melakukan 

perubahanIwajah desa dan tata kelolaIpenyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif, pelaksanaanapembangunan yangaberdaya guna, serta pembinaan 
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masyarakatadan pemberdayaanamasyarakatadi wilayahnya. Dalam status 

yangbsama seperti itu, desabdan desa adat diaturasecara tersendiri dalam 

Undang-UndangIini. 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6iTahun 2014 tentang Desa 

menentukan bahwaIpenyebutan nama desa disesuaikanIdengan penyebutan 

yang berlakuIdi daerahIsetempat. Selanjutnya ketentuan tentang desa adat 

diaturisecaraikhusus diidalam BabiXIII Pasal 96 sampaiidenganiPasal 111 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun syarat 

penetapan desa adat adalah sebagai berikut: 

1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, 

genealogis, maupun yang bersifat fungsional; 

2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 

3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

 

DalamNmenjalankan pemerintahanmdesa adat, pengaturan dan 

penyelenggaraanIpemerintahan desaIadat dilaksanakanIsesuai dengan hak 

asal-usulIdan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta 

sesuaiadengan perkembanganImasyarakat dan tidakabertentangan dengan 

asasEpenyelenggaraan pemerintahanEdesa adat dalamEprinsip Negara 

KesatuanhRepublikhIndonesia. DenganEdemikian, tujuan dari Undang-

UndangaNomor 6 Tahun 2014atentangaDesa adalahauntuk memberikan 

kejelasanMstatus danMkepastian hukumMatas desa dalam sistem 

ketatanegaraanbRepublik Indonesia, melestarikanbdan memajukan adat, 
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tradisi, dan budayabmasyarakat desa, mendorongapartisipasi masyarakat, 

dan untukImeningkatkan pelayananIpublik bagi masyarakat desa. 

F. Metode Penelitian 

MetodeEpenelitianEmerupakan unsurayang mutlak dalam suatu 

penelitian, demikianEpula hubungannyaEdenganEpenulisan skripsi ini, 

langkah – langkah yangIdigunakan dalamipenelitian ini sebagai berikut : 

1. SpesifikasiiPenelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif – analistis, : 

 „‟Penelitian yangibersifat deskriptifianalitisiyaitu penggambaran, 

penelahaanNdan menganalisaanNketentuan-ketentuanEhukum yang 

berlaku dalamIhukum tataInegara yangIdalam hal iniIadalah Undang- 

UndangiNo 6 tahun 2014 tentangIdesa mengunakanIteori-toeri hukum 

tata negaraEyang relevanhdengan objekhpenelitian.Metodehini akan 

memeberikanhgambaran yangisistematis, faktual sertaIakurat tentang 

fakta-faktaIserta sifatIobjek penelitian‟‟.  

Penulis menggunakan jenisIpenelitianIdeskriptif – analistis karena 

dalam penelitianaini bertujuanauntuk mendapatkanagambaran untuk 

menganalisisiterhadap kedudukanIDesa Adat. 

2. MetodeiPendekatan  

DalamNpenelitian iniNmetode yangNdigunakanaadalah metode 

yuridis. JohnnyNIbrahim memberikanNpengertianNtentang yuridis 

normatif, yaitu : 

“SuatuNmetode pendekatanUyang difokuskanAuntuk mengkaji 

penerapanIkaidah – kaidah atauInorma – normaIpositif” Dengan 
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pertimbanganAbahwa titikatolak penelitianauntuk menganalisis 

pada peraturan yang adaisebagai norma hukum positif dan praktek 

khususnyaiperihal.15  

 

Menurut RonnyiHanitijo Soemito, mengatakanibahwa : 

 “Penelitianiyuridis normatifitersebut menggunakanidata sekunder 

atauIdata kepustakaanIyang diperoleh dariIbahan – bahan hukum 

primerIdan sekunder”.16 

 

3. Tahapipenelitian  

Untukimemperoleh data yangidiperlukan, penelitian ini 

dilakukan denganiduaitahapan, yaitu : 

a. PenelitianIkepustakaan (Library Research) Menurut Soerjono 

SoekantoIdan Sri Mamudji, penelitianIkepustakaan yaitu : 

Penelitianiterhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang 

hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.17 

 

DataIsekunder yangiditeliti ialah sebagai berikut: 

1) BahanEhukum primer, yangEmerupakan bahan – bahan  

hukumMyang memilikiMkekuatan mengikat, menurut 

SoerjonoaSoekanto, bahan – bahanahukum primer, yaitu : 

“bahan – bahanbhukum yangbmengikat, yaitu peraturan 

perundang – undangan”, yangbterkaitadengan kedudukan 

desaiadat dalamisistem ketatainegara indonesia , meliputi : 

                                                           
15 JohnnyiIbrahim, Teori daniMetedologi daniPenelitianiHukum Normatif, 

Malang, BayumediaiPublishing, 2006, hlm.295. 
16 RonnyiHanitijo Soemitro, MetodologiiPenelitian Hukumidan Jurimetri, 

Jakarta, Cet IViGhaliaiIndonesia , 1990, hlm .11. 
17 SoerjonoiSoekanto, PenelitianiHukum Normatif, “SuatuiTujuan Singkat”, 

RajawaliiPers, Jakartta, hlm.11. 
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a) Undang – Undang Dasar 1945 

b) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – 

Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 

Tentang PedomanMiPengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat 

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskanbbahan hukumbprimer, dimanabbahan hukum 

sekunderbberupa literatur – literatur hasil – hasil karya 

sarjana. Literaturitersebut antara lain : 

a) Buku – buku tentangipenelitian hukum normatif;  

b) Buku – buku tentangipemeritahaan desa;  

c) Buku – buku tentang undang-undang desa; 

3)  Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum 

primer dan hukum sekunder, berupa : 

1. Kamus hukum ;  

2. Kamus besar bahasa Indonesia.18 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

                                                           
18 Ibid, hlm. 15. 
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Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada 

hubungannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghasilkan 

data primer.19Dapat berupa dokumen, studi kasus, tabel 

maupun hasil wawancara, kemudian dikumpulkan lalu 

dianalisa dan diolah secara sistematis dan terarah. 

4. TeknikiPengumpulan Data 

MetodeIpengumpulan dataIyang digunakanIdalam penelitian ini 

yaitu metodeNyang digunakanNmetode penelitianNlapangan (field 

research) yaituIdengan menemukanIdan mengambiladata di lapangan 

melaluiIteknik paraIinforman/nara sumberIdan studiIkepustakaan baik 

terhadap bahanihukum primer maupunIbahan hukumIsekunder, dengan 

cara mencari, memperoleh, menganalisisNsemuaNreferensi berupa 

peraturanIperundang-undangan, pendapat paraIahli dalam buku-buku, 

situsNmedia internet, narasumber, kamus, yangNberkaitan dengan 

kedudukanMDesa adatMdalam sistemMKetatanegaraan Republik 

Indonesia.sedangkan bahan-bahaniyang bersifatisekunder dan tersier. 

5. AlatiPengumpulan Data 

 

a. DataiKepustakaan  

PenelitiMsebagai insrtumenMutama dalamMpengumpulan data 

kepustakaanIdengan menggunakanIalat tulis untukImencatat bahan-

                                                           
19 OP Cit, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm.10. 
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bahan yangNdiperlukan kedalamNbukuNcatatan, kemudian alat 

elektronik (comuputer) untuk mengetikIdan menyusunIbahan-bahan 

yangitelah diperoleh.  

6. AnalisisIData 

 

Sebagaiacara untuknmenarik kesimpulanEdari penelitian yang 

sudah terkumpulIdisisni penulisIsebagai instrumenIanalisis, yang akan 

menggunakanEmetode analisisEYuridiskualitatif. DalamEarti bahwa 

melakukan analisisIterhadap dataIyang diperolehIdengan menekankan 

padaEtinjauan normatifNterhadap objekNpenelitian dan peraturan-

peraturan yangIada sebagaiIhukum positif; 

a. BahwaaUndang-Undangayang satu denganayang lainatidak saling 

bertentangan 

7. LokasiiPenelitian 

a. PenelitianiKepustakaan (Library research)  

1) PerpustakaanIFakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, JL. 

LengkongIDalam No. 17 Bandung.  

2) PerpustakaanMFakultas HukumMUniversitasMPadjajaran, JL. 

Dipatiukur No. 35 Bandung.  

 

 

 

 

 


